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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah;  
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965            

Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 



 

F:\PKL\Perda 2014\Perda Perubahan APBD.doc 

 

2 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 

4/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/A); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 

6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2010 Nomor 4/A); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 

4/E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2010 Nomor 1/B); 
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 

Nomor 2 Seri B);    

39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/A); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014      

Nomor 1 Seri A); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2014. 
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Pasal  1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014           

semula berjumlah Rp. 2.715.828.120.760,00 bertambah sejumlah                             

Rp. 229.979.455.649,96 sehingga menjadi  Rp. 2.945.807.576.409,96 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan: 

a. Semula  Rp.  2.715.828.120.760,00 

b. Bertambah  Rp.     229.979.455.649,96 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.  2.945.807.576.409,96  

2. Belanja: 

a. Semula  Rp.  2.834.457.250.160,00 

b. Bertambah  Rp.     309.967.108.417,68 

      Jumlah setelah perubahan Rp.  3.144.424.358.577,68 

      Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.    (198.616.782.167,72) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

1) Semula  Rp.     135.629.129.400,00 

2) Bertambah  Rp.       79.987.652.767,72 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.     215.616.782.167,72 

b. Pengeluaran  

1) Semula Rp.       17.000.000.000,00  

2) Bertambah/Berkurang Rp.                              0,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.       17.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.      198.616.782.167,72 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah  

Perubahan Rp.                              0,00 

 

Pasal 2 

 

(1)   Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah: 

1) Semula Rp.     255.197.615.474,00  

2) Bertambah Rp.       63.483.935.682,96 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah  

Perubahan Rp      318.681.551.156,96                            

b. Dana Perimbangan:  

1) Semula Rp.  1.802.485.752.228,00 

2) Bertambah Rp.       12.075.821.203,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp   1.814.561.573.431,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:  

1) Semula Rp.     658.144.753.058,00 

2) Bertambah Rp.     154.419.698.764,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang  

Sah setelah Perubahan Rp.     812.564.451.822,00   
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(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah: 

1) Semula Rp.     112.024.602.374,00 

2) Bertambah Rp.       16.035.397.626,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan  Rp.     128.060.000.000,00 

b. Retribusi Daerah: 

1) Semula Rp.       51.122.141.100,00 

2) Berkurang Rp.        (1.611.696.666,00) 

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.       49.510.444.434,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang                                          

Dipisahkan: 

1) Semula Rp.       12.554.472.000,00 

2) Bertambah Rp.            228.866.249,45 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.       12.783.338.249,45 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:  

1) Semula Rp.        79.496.400.000,00 

2) Bertambah Rp.        48.831.368.473,51 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

setelah Perubahan Rp.      128.327.768.473,51 

(3)   Dana Perimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b  

terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: 

1) Semula Rp.      100.243.601.228,00 

2) Bertambah Rp.        12.075.821.203,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.      112.319.422.431,00  

b. Dana Alokasi Umum: 

1) Semula Rp.  1.572.191.571.000,00 

2) Berkurang/Bertambah Rp.                              0,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah  

Perubahan Rp.  1.572.191.571.000,00  

c. Dana Alokasi Khusus:  

1) Semula Rp.     130.050.580.000,00 

2) Berkurang/Bertambah Rp.                              0,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah  

Perubahan Rp.     130.050.580.000,00 

(4)   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah: 

1) Semula Rp.                              0,00 

2) Bertambah Rp.             949.656.000,00 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.             949.656.000,00 
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b. Dana Darurat: 

1) Semula Rp.                               0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                               0,00 

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp.                               0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya: 

1) Semula Rp.      183.197.403.246,00 

2) Bertambah Rp.        33.260.832.576,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah  

Perubahan Rp.      216.458.235.822,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: 

1) Semula Rp.      388.452.049.812,00 

2) Bertambah Rp.        62.563.260.188,00  

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi   

Khusus setelah Perubahan                           Rp.      451.015.310.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya: 

1) Semula Rp.        86.495.300.000,00 

2) Bertambah Rp.        57.645.950.000,00      

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi  

atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah                            

Perubahan  Rp.     144.141.250.000,00  

 
 

Pasal 3 
 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung: 

1) Semula Rp.   1.646.112.593.588,00 

2) Bertambah Rp.      145.740.071.850,95 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah                            

perubahan  Rp.   1.791.852.665.438,95 

b. Belanja Langsung: 

1) Semula Rp.   1.188.344.656.572,00 

2) Bertambah Rp.      164.227.036.566,73 

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.   1.352.571.693.138,73  

 (2)  Belanja  Tidak  Langsung sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai   

1) Semula Rp    1.458.004.451.088,00 

2) Bertambah Rp.      113.908.172.704,95 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.   1.571.912.623.792,95  

b. Belanja Bunga: 

1) Semula Rp.                              0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                              0,00 

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.                              0,00  
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c. Belanja Subsidi: 

1) Semula Rp.                              0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                              0,00 

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan  Rp.                              0,00 

d. Belanja Hibah: 

1) Semula Rp.        55.303.616.000,00                                                                      

2) Bertambah Rp.        27.118.934.318,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.        82.422.550.318,00 

e. Belanja Bantuan Sosial: 

1) Semula Rp.        12.578.850.000,00 

2) Bertambah Rp.          2.716.400.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah                            

Perubahan  Rp.        15.295.250.000,00   

f.  Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 

Desa: 

1) Semula Rp.        15.384.828.500,00 

2) Bertambah Rp.             218.954.370,00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.        15.603.782.870,00  

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa: 

1) Semula Rp.      102.340.848.000,00 

2) Berkurang Rp.           (722.389.542,00) 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah  

Perubahan  Rp.      101.618.458.458,00  

h. Belanja Tidak Terduga: 

1) Semula Rp.          2.500.000.000,00 

2) Bertambah Rp.          2.500.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah                              

Perubahan  Rp.          5.000.000.000,00  
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja: 
 

a. Belanja Pegawai:  

1) Semula Rp.        78.486.934.624,00 

2) Bertambah Rp.        28.561.050.705,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan  Rp.      107.047.985.329,00                                            

b. Belanja Barang dan Jasa: 

1) Semula Rp.      620.947.480.354,00 

2) Bertambah Rp.        76.058.139.037,70 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah                                  

Perubahan  Rp.      697.005.619.391,70 

c. Belanja Modal: 

1) Semula Rp.      488.910.241.594,00 

2) Berkurang Rp.      (59.607.846.824,03) 

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan    Rp.      548.518.088.418,03  
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Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan: 

1) Semula Rp.  135.629.129.400,00 

2) Bertambah Rp.    79.987.652.767,72 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah                             

Perubahan  Rp.  215.616.782.167,72  

b. Pengeluaran Pembiayaan:  

1) Semula Rp.    17.000.000.000,00 

2) Bertambah  Rp.                           0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah  

Perubahan          Rp.    17.000.000.000,00 

(2)   Penerimaan   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat  (1)  huruf  a  terdiri  

dari  jenis pembiayaan: 

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya: 

1) Semula Rp.   114.629.129.400,00 

2) Betambah Rp.     79.987.652.767,72 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya  

setelah Perubahan Rp.   194.616.782.167,72 

b. Pencairan Dana Cadangan: 

1) Semula Rp.     21.000.000.000,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya  

setelah Perubahan Rp.     21.000.000.000,00                  

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 

1) Semula Rp.                            0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah  

Perubahan Rp.                            0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:  

1) Semula Rp.                            0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah  

setelah Perubahan Rp.                            0,00 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman: 

1) Semula Rp.                            0,00 

2) Bertambah Rp.                            0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian  

Pinjaman setelah perubahan               Rp.                            0,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah: 

1) Semula Rp.                            0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 

Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan  Rp.                            0,00                                       
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(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari  

jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan Dana Cadangan: 

1) Semula Rp.      16.000.000.000,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                             0,00 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan                

           setelah Perubahan      Rp.      16.000.000.000,00 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:  

1) Semula Rp.                             0,00 

2) Bertambah Rp.                             0,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp.                            0,00  

c. Pembayaran Pokok Utang:  

1) Semula Rp.        1.000.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp.                             0,00 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah                               

Perubahan  Rp.        1.000.000.000,00  

d. Pemberian Pinjaman Daerah: 

1) Semula Rp.                             0,00 

2) Bertambah/berkurang Rp.                             0,00 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah                             

Perubahan  Rp.                             0,00 

 

Pasal 5 
 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 
 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan 

per Jabatan; 
 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
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8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah;  

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lain-lain;  

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 

 

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 terdapat kebijakan Pemerintah dan atau 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti kebijakan terkait dengan dana 

transfer termasuk bantuan keuangan yang petunjuk teknisnya telah 

ditetapkan secara khusus, diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1). 

(3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

untuk segera diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang selanjutnya ditampung pada Laporan Realisasi Anggaran 

dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

(4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan. 

 

Pasal 7 

 

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat 

melakukan pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h. 

(2) Apabila alokasi Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Bupati dapat: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran 2014; 

b. memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia. 

(3) Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 

keputusan dimaksud ditetapkan yang selanjutnya ditampung dalam 

perubahan Peraturan Daerah ini. 
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(4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. bukan merupakan kegiatan normal bagi aktivitas Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta tidak diharapkan 

terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat dan/atau pasca bencana; 

b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, demi 

terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

(5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 8 
 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang.  
 

 

Ditetapkan di Malang 

Pada  tanggal 27 Agustus 2014 

 

BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal 27 Agustus 2014 
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